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ABSTRACT

The government must find a solution to solve thabfem of vacancies. To anticipate
the ineffectiveness of public services and stataiaidtration, there must be a state apparatus
that carries out the duties and functions of thsitmm left by the incumbent. The filling of
vacancies can be done by filling certain publicaidfs with the existing state apparatus. The
position can be assigned according to existingsrolelaws so that government services can
continue to run. The filling of vacancies can beneldoy appointment or delegation in
accordance with the needs and laws and regulatioreszcordance with applicable laws and
regulations, other public officials may fill vacapositions in the form of Daily Executive
Officers, hereinafter referred to as (Plh) and AgtOfficers, hereinafter referred to as (PIt).

In this case, the author uses a normative juridipgiroach. In addition, in the writing
of this research, a legal concept analysis appraadlysis of legislation, and a case approach
related to the position occupied by Heru Tjahjoadle Daily Executive Secretary of the East
Java Regional Government was used. Meanwhile, lieatmg the data, the writer uses the
method of collecting data through document/librstiydies (library research).

The results of this study indicate that the autigasf the Acting Regional Secretary,
in this case the Regional Secretary of the East Pagvince, is indeed limited to matters of a
strategic nature because the day-to-day execufifieers are only a continuation of the
wheels of the Regional Government. If during tlvaeta strategic policy is needed that must
be taken by the Acting Secretary of the East Jawaifte, then Article 132 A paragraph (1)
of PP 49/2008 can be used as the basis for takiategic policies. However, according to
paragraph (2) of the provisions of this articlasistated that these 4 (four) prohibitions can be
excluded after obtaining written approval or pesiaa from the Minister of Home Affairs.

Keywords: Authority, Daily Executor, and Provincial Secretary.
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PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, di dalam Undangwénddasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegagiginyataan konsep Negara Hukum
yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tah@d5 “Negara Indonesia adalah negara
hukum! Oleh karena itu terjaminnya kepastian hukum hdais menjadi jaminan dalam
penyelenggaraan segala urusan yang berkaitan déegagaraan. Dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia telah diatur mengenai pelayanan admasisguna menciptakan pelayanan yang efektif
dan efisien. Hal ini berkaitan untuk menciptakafap&nan administrasi sesuai denggod
governance.” Dalam pemerintahan, Pelayan Administrasi Negarardikdengan Pegawai Negeri
Sipil (PNS) atau kini disebut sebagai Aparatur ISkegara (ASN) sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 5 tahun 2014.

Untuk menjalankan roda pemerintahan, maka pemarsgaagai penyelenggara Negara
yang menjalankan fungsi pelayanan publik harus methmalkan peran mereka dalam rangka
menciptakangood governance, Tugas utama penyelenggara Negara melaksanakaarjgaek
sesuai jabatan yang dipegang oleh pemangku jabalm,karenanya kualitas dari pelayanan
publik terletak pada kinerja, kewenangan, dan tanggawab dari pemangku jabatan tersebut.
Di Indonesia pelayanan publik dalam rangka penygglaraan Negara, dirasa masih kurang
efektif dan efisien. Efisiensi dan efektifitas dalgpelayanan publik dapat tercipta dengan
prosedur yang sederhana dan mengacu pada tugéshwdandari para penyelenggara Negara.

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kewajn untuk melaksanakan tugas
pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugadbaegunan tertentu. Tugas pelayanan publik
dilakukan dengan memberikan pelayanan atas bajasg, dan/atau pelayanan administratif
yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pembantadilaksanakan dalam rangka
penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang utelipendayagunaan kelembagaan,
kepegawaian, dan ketatalaksandabBalam penyelenggaraan pemerintahan, semua jabatan
terstruktur guna memenuhi tugas dan fungsi daiasqtejabat penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam beberapa kondisi baik sosial, politik danudrakpara penyelenggara atau aparatur Negara
sering terganjal permasalahan, sehingga mengakib&tdkosongan Jabatan.

Kekosongan jabatan yang diakibatkan tidak adanyamapgku jabatan yang
melaksanakan tugas dan fungsi dari jabatan yanggikenya, mengakibatkan tidak
berfungsinya tugas yang seharusnya dikerjakan datargka penyelenggaraan pemerintahan
maupun pelayanan publik terhadap masyarakat. Komdislapat berpengaruh buruk terhadap
kinerja pemerintahan dalam hal penyelenggaraan paaean yang baik, guna menciptakan
pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundgat@agan. Kekosongan jabatan yang
ditinggalkan oleh pejabat struktural meninggalkagas dan fungsi yang melekat pada jabatan
tersebut. sehingga penyelenggaraan pemerintabaintigtjalan efektif sesuai dengan tujuannya.
Kekosongan jabatan yang disebabkan oleh tidak adaejabat yang menjalankan tugas dan
fungsi, karena tugas dan tanggung jawabnya berakldlam struktur pemerintahan
mengakibatkan berkurangnya Kkinerja pemerintahanandalpelayanan publik maupun

' UUD 1945 Pasal 1 ayat 3

> Dewi Tri Wahyuni fugohaFfektifitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan, vol. 3, No. 2, Januari-April. 2013

* Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2@ihdang Aparatur Sipil Negara.
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penyelenggaraan pemerintafan.

Dengan kondisi tersebut, maka pemerintah harus anemsolusi guna memecahkan
permasalahan mengenai kekosongan jabatan. Untugamtsipasi tidak berjalannya pelayanan
publik maupun penyelenggaraan Negara, maka harasapdratur Negara yang menjalankan
tugas dan fungsi dari jabatan yang ditinggalkarm gemangku jabatan. Pengisian kekosongan
jabatan dapat dilakukan dengan mengisi pejabatkptdstentu dengan aparatur Negara yang ada.
Jabatan tersebut bisa diberikan sesuai aturan atdang-undang yang ada agar layanan
pemerintahan tetap berjalan. Pengisian kekosoragmign dapat dilakukan dengan penunjukkan
atau pelimpahan sesuai dengan kebutuhan dan apsamdang-undangan. sesuai dengan
peraturan dan undang-undang yang berlaku, makaigpgagatan yang kosong oleh pejabat
publik lainnya dapat berupa Pejabat Pelaksana mMatanjutnya disebut (PIh) dan Pelaksana
Tugas selanjutnya disebut (PIt).

Dari ulasan di atas yang menjadi latar belakang pagulis untuk membuat tesis yang
berjudul KEABSAHAN PENANDATANGANAN APBD OLEH PELAK®&NA HARIAN
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

METODE PENELITIAN

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalamatus penelitian harus
menggunakan metode yang tepat, karena hal terseeuaipakan pedoman dalam rangka
melakukan analisis terhadap data hasil penelitiBerikut ini beberapa metode yang
dipergunakan dalam penelitian ini:

Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian iniahd@glendekatan perundang-
undangan gtatute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaatus
perundang-undangan yang bersangkut paut dengdnlksaim yang sedang ditang&ndan
pendekatan konseptuatoficeptual approach) sebagai pendekatan yang beranjak dari
pandangan-pandangan doktrin yang berkembang ddiam hukum dalam membangun
suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hufamy dihadapi. Pendekatan
tersebut dimaksud untuk menjawab pokok-pokok peafahan terkait dengan kedudukan
pelaksana tugas dan pelaksana harian dalam sistemeriptahan berdasarkan Undang-
undang No.5 Tahun 2014.

Jenis Pendlitian
Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, arinpermasalahan yang diangkat,
dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difolarsikdengan menerapkan kaidah-kaidah
atau norma-norma positif. Tipe penelitian yuridisrmatif dilakukan dengan mengkaji
berbagai macam aturan hukum yang bersifat fornp@rdeundang-undang, literatur-literatur
yang bersifat konsep teoris yang kemudian dihubanglengan permasalahan yang menjadi

* Dewi Tri Wahyuni fugohaFfektifitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan, vol. 3, No. 2, Januari-April. 2013.
> Peter Mahmud Marzukpenelitian hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010. h.93.
6 .
Ibid, h.137
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pokok pembahasan.

Sumber Data

Data Primer adalah data lapangan yang diperolehalanebbservasi maupun
interview secara langsung maupun tidak langsungatepara pihak yang bersangkutan.

Data sekunder adalah data pendukung yang dipeseledra tidak langsung baik dari
dokumen-dokumen yang ada. Disamping itu data skuoda diperoleh dari studi literatur,
peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukamgyrelevan dan menunjang dalam
penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini mengaeada data sekunder yang terdiri dari.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yanggikat® antara lain:
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparaipit Segara, Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi PemeramiahSurat Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 Tanggal 14ialar2021 Tentang Kewenangan
Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspp&gdesaian, Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat DaerahukstMenteri Dalam Negeri Nomor
061/2911/SJ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut PematiPemerintah Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pememaator 100 tahun 2000 Tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mekabepenjelasan mengenai
bahan hukum primer berupa literatureliteratur textyang berkaitan dengan pokok masalah
dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makatakalah, laporan penelitian, artikel
surat kabar dan lain sebagairiya.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang meikdreripetunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekumiainya: kamus-kamus (hukum),
internet, media massa, ensiklopedia, indeks kumuliain sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang baik serta pus@géngumpulan dan
pengolahan data yang benar, pengumpulan bahan hdkakukan dengan cara mencatat
dan membaca setiap dokumendokumen dan informasgenan kewenangan pelaksana
tugas dan pelaksana harian dalam melaksanakan pegasrintahan berdasarkan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipgade Disamping itu juga penelitian
dilakukan melalui meneliti buku-buku literatur uktmendapatkan landasan teoris pendapat
para ahli.

TeknisAnalisis Data

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, sehoban dengan hal itu maka bahan
hukum yang telah diperoleh akan dilakukan anasisisara kualitatif, oleh karena itu dalam
penelitian ini tidak akan ditarik kesimpulan secamaum, sehingga gambaran yang diperoleh
dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitati\nalisis data secara deskriptif kualitatif
adalah “upaya untuk memperoleh gambaran singkagrtgnsuatu permasalahan yang

" 1bid, h. 194
¥ Bambang Sunggondjetodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h.116.
®1bid, h.117.
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berdasarkan atas suatu perundangundangan yankubeala berkaitan dengan permasalahan
yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudianyusunnya secara logis dan
sistematis.*
Langkah langkah selanjutnya yang dipergunakan datmtakukan suatu penelitian
hukum, yaitu :
a. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hyang tidak relevan untuk
menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
b. pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipgna@mpunyai relevansi juga
bahan-bahan non-hukum;
c. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan barllan bahan-bahan yang telah
dikumpulkan;
d. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yda tibangun di dalam kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Mengenai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Dalam Pemerintahan
Daerah

Pelaksana HariafPlh) dalam administrasi negara adalah pejabat yaegempati
jabatan yang bersifat sementara dikarenakan pejareg menempati jabatan sebelumnya
berhalangan atau terkena permasalahan hukum sahiidigds dapat menjalankan tugas dari
posisi jabatannya. Pelaksana Hariditunjuk oleh pejabat pada tingkat diatasnya dan
umumnya menempati jabatan struktural dalam aditn@ssnegara, seperti kepala instransi
pemerintahan.

Kata pejabat memiliki arti yaitu orang yang mempinj@batan atau orang yang
memangku suatu jabatan atau pangkat, sehingga dgygadtami bahwa orang yang sedang
memangku jabatan disebut dengan pejabat. Sedamg&ag yang hanya menjabat jabatan
yang bersifat sementara dikarenakan sedang begamamenjalankan tugas dan funsinya
disebut dengan penjabat atau lebih dikenal dersjéahi Pelaksana harian (PH).

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) hurub d°gsal 34 Ayat (2) UU
Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa apalpkgabat defenitif berhalangan
menjalankan tugasnya, maka pejabat pemerintahanilikietmk untuk menggunakan
kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atauké@indgaitu menunjuk pejabat
pemerintahan yang memenuhi peryaratan sebagaisaglakharian atau pelaksana tugas
untuk melaksanakan tugas pejabat yang sedang aegaa sementara.

Istilah pelaksana harian dan pelaksana tugas nkepaida Pasal 14 ayat (1) dan ayat
(2) UU Administrasi Pemerintahan, ketentuan tersebenyatakan bahwa badan dan/atau
pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabilgadikan oleh badan dan/atau pejabat
pemerintahan diatasnya serta merupakan pelaksgaa tutin. Pelaksana tugas rutin yang
dimaksud yaitu pelaksana harian yang melaksanakeyast pejabat defenitif yang
berhalangan sementara dan pelaksana tugas yanksareian tugas pejabat defenitif yang
berhalangan tetap.

Sekretaris Daerah yang berhalangan melaksanakas wan kewajibannya dapat

10 .
Ibid, h. 117
" Firdaus Arifin & Fabian Riza Kurnia, Penjabat KpBaerah, Thafa Media, Yogyakarta: 2019, him. 105
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menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pemarntiderah. Oleh sebab itu untuk
menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintaharaldadiperlukan adanya penunjukan
pejabat sementarading officer) Sekretaris Daerah yang akan melaksanakan tugas ru
pejabat defenitif untuk sementara waktu.

PIh Sekretaris Daerah terjadi di Provinsi Jawa Timwaladl karena Sekretaris Daerah
definitif diberhentikan karena sudah masa pensaéiningga terjadi kekosongan jabatan. Oleh
karena itu Gubernur Provinsi Jawa Timur sebagaiilwR&merintah Pusat mengangkat
penjabat sekretaris daerah provinsi untuk melalksanaugas sekretaris daerah provinsi
setelah mendapat persetujuan menteri yang menygeaign urusan pemerintahan dalam
negeri

Apabila pejabat defenitif sekretaris daerah bertgda menjalankan tugas, Kepala
Daerah memiliki hak untuk menggunakan kewenangalandamengambil keputusan
dan/atau tindakan yang bertujuan untuk mendelegiasilan memberi mandat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan vyaitu manumelaksana harian untuk
menjalankan tugas pejabat defenitif yang sedangghergan menjalankan tugasnya.

2. Prosedur Pengangkatan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provins Jawa
Timur

Dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indmndsmor 3 Tahun 2018
Tentang Penjabat Sekretaris Daerah pasal 4 memeldsahwa Kepala daerah menunjuk
pelaksana harian apabila:

a. sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugasguwtari 15 (lima belas) hari kerja;
atau

b. dalam proses penerbitan keputusan pemberhentiastses daerah kurang dari 7 (tujuh)
hari kerja dan/atau pengangkatan penjabat selgetaerah.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengarmkgtbat sekretaris daerah
provinsi untuk melaksanakan tugas sekretaris dgam@binsi setelah mendapat persetujuan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintaledamd negeri. Penunjukan Plh
Sekretaris Daerah Jatim oleh Gubernur Jawa Timah tberjalan sesuai ketentuan yang
berlaku. Dalam UU No. 30 Tahun 2014 itu dijelaskapabila pejabat pemerintahan
berhalangan menjalankan tugasnya, maka atas psjabgtbersangkutan dapat menunjuk
pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratak battindak sebagai Plh atau PIt.

Selain itu, penunjukan Plh Sekda Jawa Timur jugerttuat dengan Perpres Nomor
3 Tahun 2018 yang mengatur terkait penjabat (Rpesaris daerah. Dalam perpres tersebut
dijelaskan, kepala daerah dapat menunjuk PIh jiled8 tidak dapat melaksanakan tugas
kurang dari 15 hari kerja. Atau dalam proses petaarikeputusan pemberhentian Sekda
kurang dari tujuh hari kerja atau sampai pengargkRj Sekda. Secara spesifik tidak diatur
dalam Perpres tersebut terkait masa jabatan Phin@m PlIh akan mengisi kekosongan
jabatan Sekdaprov Jatim untuk sementara sampaiilieya pejabat definitif atau sampai
ditunjuknya Pj Sekda.

Ketentuan lain yang juga memperkuat penunjukanSelkdarov ialah Surat Edaran
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Ta021 tentang kewenangan Plh

12 pasal 6 ayat (2) huruf f dan huruf g Undang-Undalegnor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan.
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dan pelaksana tugas (PIt). Dalam SE tersebut tatdtéguisul yang menerangkan bahwa PNS
yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjldagai Plh atau Plt. Ketentuannya antara
lain, pejabat fungsional ahli utama dapat ditunggbagai Plh atau Plt jabatan pimpinan
tinggi (JPT) madya, JPT pratama, jabatan admingtratau jabatan pengawas. Dalam Surat
Edaran BKN sebelumnya sebenarnya juga sudah dMaitu Surat Edaran Nomor 2 tahun
2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan BetkJugas dalam Aspek
Kepegawaian yang menjelaskan bahwa JPT pratamgahttan fungsional ahli utama dapat
mengisi JPT madya sepanjang memenuhi persyaratan

. Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dalam
Pemerintahan Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Kewenangan pejabat publik adalah kemampuan untulgamebil tindakan hukum
tertentu yang memuat hak dan kewajiban untuk mé&kakuatau tidak melakukan suatu
tindakan tertentu serta dapat menuntut pihak laituku mengambil tindakan tertentu.
Ketentuan dalam prinsip legalitas menjelaskan bakewenangan pejabat pemerintahan
bersumber dari ketentuan peraturan perundang-uadaaginya segala bentuk kewenangan
yang diperoleh pemerintah haruslah didasari dengeraturan perundang-undandan.
Begitu halnya dengan kewenangan Plh Sekretaris abaProvinsi Jawa Timusebagai
pejabat yang menggantikan Sekretaris Daetefinitif haruslah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam menjalankarPemarintahan Daerah.

Kewenangan pejabat defenitif atau pejabat pengddhtSekretaris Daerah Provinsi
Jawa Timurdalam pemerintahan dapat diperoleh sesuai dengadigkojabatan yang
diterima agar tidak terjadi tindakan diluar batasvknangan pada saat mengeluarkan suatu
kebijakan tertentu. Sumber kewenangan dapat dgfersgsuai ketentuan UU Administrasi
Pemerintahan yang menjelaskan bahwa kewenangan dapgt dijalankan pejabat
pemerintahan dapat diperoleh melalui atribusi, giede dan mandat.

Apabila dikaji melalui teori kewenangan kemudianlitat bahwa Plh Sekretaris
Daerah Provinsi Jawa Timuanemperoleh kewenangan melalui mandat yang bersudaer
kewenangan atributif yaitu berdasarkan aturan pkkbhtentuan mandat dan delegatif dari
pejabat diatasnya yaitu Gubernur Provinsi Jawa Timelalui Menteri Dalam Negeri.
Karena mendapatkan perolehan kewenangan melaludahaRlh Sekretaris Daerah tidak
memiliki kewenangan yang sama dengan pejabat diéfgang sedang digantikan. Sebagai
penerima mandat (mandataris) PIh Sekretaris Da®aalga bertindak untuk dan atas nama
pejabat defenitif yang digantikan atau pejabatediaya sebagai pemberi mandat (mandans)
karena keputusan akhir tetap berada pada pembedatta

Kewenangan Plh Sekretaris Daehamya sebatas menjalankan kebijakan yang sudah
ditetapkan oleh pejabat defenitif sebelumnya yaadpsaat ini terdapat kekosongan jabatan.
Kewenangan yang dapat dijalankan oleh Plh Seksebaerathanya bersifat administratif
seperti menandatangani dokumen yang sudah ditetagidaelumnya oleh pejabat defenitif
dan/atau tugas administratif lainnya serta meladsam kebijakan yang sudah ditetapkan

13lbid., h. 101

4 Fabian Riza & Rizari AfiliasiOp. Cit., h. 92.
> Dewi Triwahyuni & FugohaQp. Cit., h. 40
' Fabian Riza Kurnia & Rizari AfiliasiQp. Cit., h. 93.

749



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 246-010¢
Universitas Narotama Surabaya
Volume 6 Nomor 1, April 2022

sebelumnya oleh pejabat defentfif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (7) UU AdmasisPemerintahan menjelaskan
bahwa kewenangan yang bersumber dari mandat taja&t dnengambil keputusan dan/atau
tindakan yang bersifat strategis yang mempunyaipdé&nterhadap perubahan status hukum
pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokagaemy® Keputusan dan/atau tindakan
yang bersifat “strategis” adalah Keputusan dan/éitalakan yang memiliki dampak besar
terhadap perubahan rencana strategis atau renaaje gemerintahan. Yang dimaksud
dengan perubahan status hukum organisasi adalahetap&an perubahan struktur
organisasi, perubahan status hukum kepegawaianu yaielakukan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai, dan pembal@kasi anggaran adalah
melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapieasinya.’

Melengkapi dan menegaskan ketentuan mengenai éi@takewenangan pejabat Plh
yang dimuat dalam ketentuan UU Adinistrasi Pemahanh, Badan Kepegawaian Negara
melalui SK BKN 1/2021 menjelaskan bahwa pejabatgyertahan yaitu PIh dan Pt yang
memperoleh kewenangan melalui mandat untuk merig&iosongan jabatan pejabat
defenitif yang sedang berhalangan menjalankan ttigak berwenang untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategig berdampak pada perubahan status
hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan salekaygarad® Kemudian dalam
ketentuan SK BKN 1/2021 angka 5 memuat kewenangag glapat dilaksanakan meliputi:

a. melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definistigeketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaiatagirksrja pegawai;

c. menetapkan surat kenaikan gaji berkala;

d. menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Kedan cuti yang akan dijalankan di
luar negeri;

e. menetapkan surat tugas/ surat perintah pegawai;

f. menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan

g. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali pgapisn antar instansi;

h. memberikan izin belajar; dan

I. mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangarp&tensi.

Kewenangan Plh Sekretaris Daeratemang dibatasi pada hal-hal yang bersifat
strategis karena pejabat pelaksana harian hanggaigielanjut jalannya roda Pemerintahan
Daerah. Jika selama itu diperlukan suatu kebijaleang bersifat strategis yang harus diambil
oleh Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur,arRé&sal 132 A ayat (1) PP 49/2008 bisa
dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan yangifsrstategis’ Ketentuan dalam pasal
ini menjelaskan bahwa penjabat atau Plt Kepala dbagrang diangkat untuk mengisi
kekosongan jabatan Kepala Daerah  karena  mengumdurkdiri  untuk
mencalonkan/dicalonkan kembali menjadi calon Kepdarah/Wakil Kepala Daerah, serta

" pujiyanto & Hananto Widod®p. Cit., h. 3.

8 pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahu# Z@htang Administrasi Pemerintahan

19 penjelasan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nom@aBun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

20 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 2821 Tentang Kewenangan Pelaksana harian
Dan pelaksana Tugas Dalam Aspek.

21 Nandang Alamsyah Delianoor, Problematika Pelakdargas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan
(Pra dan Pasca Pilkada Serentdijnal [Imu Pemerintahan, Volume.1, Nomor.2, Oktober 201%.. 331.
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Kepala Daerah yang diangkat dari Wakil Kepala Dagang menggantikan kepala daerah
dilarang:
a. Melakukan mutasi pegawai;
b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pdjabsebelumnya dan/atau
mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengam gikeluarkan pejabat sebelumnya,;
c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yanggnt@ngan dengan kebijakan
pejabat sebelumnya; dan
d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijapkayelenggaraan pemerintahan
dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
Akan tetapi, menurut ayat (2) ketentuan pasal iselilitkan bahwa 4 (empat)
larangan tersebut dapat dikecualikan setelah mengbepersetujuan atau izin tertulis dari
Mendagri??

4. Polemik Hukum Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah

Kehidupan seorang eksekutif, manager, kepala, tdirekSekretaris Daerah,
Gubernur, Bupati/Wali Kota, Menteri sampai dengaesklen atau pejabat apapun, adalah
kehidupan yang selalu berhubungan dengan keputdsguitusan yang dilakukan bertujuan
untuk penyelesaian masalah dan pengambilan keputteséepas keputusan itu benar atau
mengandung kelemahan. Karena pengambilan kepusdahaaspek terpening dalam kunci
manajemen kepemimpin&h.Pengambilan keputusan mempunyai arti penting beaju
mundurnya suatu organisasi baik itu ruang lingkupanisasi swasta atau pada organisasi
pemerintahan untuk memberikan alternatif sesuaigaenketentuan aturan yang sudah
ditetapkarf’

Secara umum keputusan dapat diartikan sebagaapitiari beberapa kemungkinan,
atau pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat. Dim#al tersebut akan erat kaitannya
dengan akhir suatu proses yang dinamis dari pengamBeputusan sebagai sebuah
kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukannya plesimgan atas pilihan-pilihan yang ada
untuk membentuk satu keputusan.

Penunjukan Plh Sekretaris Daerah ditujukan untukggentikan jabatan Sekretaris
Daerah yang sedang tidak bisa dalam menjalankasityg agar roda pemerintahan daerah
tetap berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, kewgaragang dimiliki seorang Plh Sekretaris
Daerah tidak memiliki kewenangan yang sama dengsetaris Daerah defenitif yaitu
dalam hal mengambil tindakan baik itu dalam bekigputusan atau kebijakan yang bersifat
strategis pada saat menjalankan roda pemerintadeaald

Saah satu pembatasan terhadap keputusan yanggdildikeeluarkan oleh Pelaksana
Harian dalam beberapa peraturan perundang-undasggti melakukan mutasi pegawai.
Kepegawaian daerah adalah suatu sistem dan prosethg diatur dalam peraturan

22 pasal 132 A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomofra®un 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 TentangliRem Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

% Bambang Giyanto, Kewenangan Pejabat Publik Penig@miam Pengambilan Keputusan Kebijakan
Publik, Jurnal Borneo Administrator: Media Pengengam Paradigma Dan Inovasi Sistem Administrasi Nega
Volume 5, Nomor 1, 2009, h. 11.

*1bid. h. 12.

%% |bid. h. 16.
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perundang-undangan. Sistem kepegawaian nasionalilikierposisi penting untuk
penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan kabigesentralisasi, maka ada sebagian
kewenangan dibidang kepegawaian yang diserahkaadkegdaerah untuk dikelola dalam
sistem kepegawaian daerah. Dengan adanya dessadiraBistem manajamen kepegawaian
menggunakan gabungan antara kewenangan pusat dapndegan daerah untuk
melaksanakan pembinaan terhadap kepegawaian daehahgga kepala daerah mempunyai
tanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian d&erah.

Mutasi pegawai merupakan kasus yang sering muretikan di setiap pergantian
kepemimpinan daerah. Tidak hanya pergantian kefsdeah melalui hasil pemilihan umum
melainkan juga dari penetapan pejabat kepala dagmafj menggantikan Kepala Daerah
yang sedang berhalangan menjalani tugas. Mutagl gaakukan pejabat pengganti kepala
daerah disetiap pergantian kepemimpinan dilakukangan memperhatikan segala
persyaratan dan pertimbangan, hal itu mengindikasgecara tidak langsung keberadaan
pegawai bergantung kepada kepala daerahnya. Madk& tnengherankan jika terjadi
pergantign Kepala Daerah, berganti juga pejabgkain Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD):

Pejabat pelaksana harian atau pun pelaksana tugassbja diberhentikan jika
terbukti mengeluarkan keputusan atau kebijakan ymergda diluar batas kewenangannya
karena jabatan yang dijalankan itu bukanlah jabatafenitif sehingga memiliki batas
kewenangan dalam mengeluarkan keputd&an.

PENUTUP

Kewenangan Plh Sekretaris Daerah dalam hal iniSekretaris Daerah provinsi Jawa
Timur memang dibatasi pada hal-hal yang bersifittesgis karena pejabat pelaksana harian
hanya sebagai pelanjut jalannya roda Pemerintalearab. Jika selama itu diperlukan suatu
kebijakan yang bersifat strategis yang harus diboibh Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa
Timur, maka Pasal 132 A ayat (1) PP 49/2008 bigalitian dasar untuk mengambil kebijakan
yang bersifat stategis. Akan tetapi, menurut agatketentuan pasal ini disebutkan bahwa 4
(empat) larangan tersebut dapat dikecualikan $et@@mperoleh persetujuan atau izin tertulis
dari Mendagri.

Mengingat kedudukan Plh Sekretaris Daerah sangategis dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah diharapkan bagi setiap Sekr&®aerah yang terpilih dalam membantu
Kepala Deerah untuk memimpin penyelenggaraan Petakan Daerah agar menjalankan tugas
dan kewenangannya sesuai dengan yang sudah diatam dketentuan Undang-Undang
Pemerintahan Daerah sehingga penyelenggaraan R&ahan Daerah dapat berjalan dengan
baik.

Terkait dengan pengaturan tentang Plh Sekretarisrdbadiharapkan kepada pejabat
pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengaagkBlh Sekretaris Daerah agar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku baik itu yang beruunigngan kondisi yang menentukan untuk
diangkatnya seorang Plh Sekretaris Daerah dan meagenai syarat ketentuan pejabat yang
dapat menduduki jabatan Plh Sekretaris Daerah.

26 yuli Ernitasari,Op. Cit., h. 113.
27 Ahkmad Marwi,Op. Cit., h. 556.
8 1bid., h. 557
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